WALIKOTA PEKALONGAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang : @& bahwa dalam rangka menjamin mutu pengawasan
penvelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan
secarn efektil dan efisien sesual dengan rencana dan

ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  perlu

disusun  kebijal [: el

Pemerintahan Daerah;

b. bahwa  berd. k perti
dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kebijakan Pengawasan
Penyele Pemeri Daerah di Lingh
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014;

Mengingat : 1. Pasal 1B ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indenesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawsn Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
undang Momor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Hota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, T: b Lemk Negara Republik

Indonesia Nomor 551};
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung Jawab

I MNegara L Negara P
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
L Negara  Republik Indonesia Nomor 4437,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambah L Negara P i
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat 11
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,

Tamba} Lemt Negara 1
Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Ped F i dan F Penyel

Pemerintahan Daerah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesta Tahun 2005 Nomer 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

- Menterd Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penvelenggaraan Pemerintahan Dacrah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013
tentang Kebijak P Aras F
Pemerintahan Daemhb Tahun 2014;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun
2013 rentang i ;

Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¥ PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH D1 LINGRKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2014

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam F ini, yang dimaksud dengan :

W

o

w

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

scluas-luasnya dalam sistern dan prinaip Negara Kesatuan Republik
i 1t dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat dacrah schagai

unsur penyel intahan daerah;
Walikota /Wakil Walikota adalah i SWakil Walik Pekalong
k adalah Inspek t i Kota |

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Pekalongan;

. Sawuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Saman Kerga F gkat Daerah di lingh FPemerintah Kota
Pekalongan, vang terdiri dari Sekretariat Dacrah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja.
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;

. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki olch

Pemerintah Daerah baik sebaglan maupun seluruhnya, vang badan
hub berbentuk Per Daerah (PD);
Majelis Pertimb Tuntutan Per dan T Ganti

Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah




Para Pejabat dan atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan cleh

dalam rangka p ian kerugian dacrah;

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah aparat yang P ALAs peny
Pemerintahan Dacrah sesuai fungsi dan kéwenangannya yang meliputi
Inspektorat  Jendral [ Unit P Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Inspekiorat Provinsi, dan Inspektorat
Kabupaten /Kota,

10. Kebijak pe daerah adalah
acuan, sasaran dan  prioritas  p dalam  pelak

bi dan  peng atas  peny pemerintahan
daerah;

1. R atas pem aan pemerintahan daerah adalah proses

yang dituj untuk jamin agar pemerintahan dacrah

berjalan  sccara cfcktil dan efisien sesuai dengan rencana dan

P perundang:

BAB I
TUJUAN
Pasal 2
Tujuan  Kebijal P Atas Penyelenggs Pemerintahan

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014 uniusk:

Y ik vang di oleh

Jenderal

Kementerian /Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;

. b. meningkatkan penjaminan mutu atas peny aan intak
dan k atas p APIP;

c. mewujudk hasil penga yang dul terseber
Program i pe mn  dan sesuai
rencana berd kan | peraturan perundang 1 dan

d. i hasil p vang dapat memberikan masukan

terhadap penvusunan rencana kerja Pemerintah Dacrah dan dokumen
perencanann lainnya;

BAB 1l
KEBIJAKAN PENGAWASAN
Pasal 3
Kebijakan penga bagai i dalam Pasal 2 merupakan

uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan




atas  peny i I daerah  yang dilakukan oleh

I L fioutl Tak urusan intak di

dacrah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan delonsentrasi

dan tugas pembantuan

Pasal 4

Inspektors lakuk terhadap:

a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

b. pelal L; atas p intahan di daerah;
Pasal 5

Uraian Kebij F b gai i dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl
Peraturan Walikota ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut

a, Pendahuluan;

b. Arah Kebijakan Pengawasan,;

c. Ruang Lingkup Pengawasan;
d. Program dan Kegiatan Pengawasan;
e, Koordinasi Pengawasan;
f. Penutup.
Pasal &
{1} Kepala satuan kerja p kat daerah di li Pemerintah Kota
F wajiby mel tindak lanjut hasil pengawasan,

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya
60 (enam puluh) har kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil

pengawasan,

{3) Wakil i ber il b atas tindak lanjut hasil

pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja peranghkat daerah
Paszal 7
[1} Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR
untuk melakukan penyelesaian dalam  hal tndak lanjut  hasi
pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak
diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender,

I~}

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi
kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesatkan dalam waktu 60
hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap kepala
SKPD untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan.




Pasal §

u Walil dalam i P

atas penyelenggaraan pemerintahan  daerah  kepada Menterl melalui
Gubernur.

BAB IV
FPENDANAAN
Pasal 9

I Penga atas  Penyel

Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2014,

BAB V
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang

VH, p Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan,

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 2 Januari 2014
WALIKOTA PEKALONGAN

Cap Ted
Diundangkan di Pekalongan MOHAMAD BASYIR AHMAD

Pada tanggal 2 Januart 2014
SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 2

[ PENANGGUNG JAWAS
JABATAN |PARAF

| sEROR

| 2 [ssment
| 3. [nmncnukum | o
4. [¥asusac Y




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KEBLJAKAN PERGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH Dl LINGKLUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2014

KEBLIAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

1. PENDAHULUAN

Kebijal di Ti Kementerian Dalam Negeri dan

. p peny pem b daerah adalah acuan,
sasaran dan prioritas dalam pelak i dan

P di ling [ rian Dalam Negeri dan pengawasan

peny s k daerah, vang merupakan uraian kegiatan

penga atas p pemerintahan daerah yang dilakukan

oleh Inspektorat Jendernl Kementerian Dalam Negeri; Inspektorat Jenderal

Kementerian/ Lembaga [ intah  Non K rian; 1 b

Provinsi; dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman i dan F !

terhadap urusan

. Daerah pasal (24}, 3 bahwa
pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intemn
Femerintah (APIP) sesuai dengan fungst dan kewenangannya.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,

1an I Ldan K berupa
1i; dan hadap peny tagas dan fungsi
Agar | internal berjalan efekiif dan

efisien dan  hasilnyn bermanfaat untuk memperbaiki, menertibkan,

yempurnakan dan kinerja instansi yang diawasi, maka
harus dilaksanakan sesuai sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan
pengawasan yang bersifat strategis.

Aparat Penga Imtern F |APIP]  Kabupaten/Kota
mempunyai fungsi dan F Urusan

Pemerintahan di Daerah melalui




S 1. Pemeriksaan  berkala  atau L k
/ terpadu;
2. Pengujian terhadap laporan berkala danfatau sewaktu-wakiu dar
unit/satuan kerja;
3. F atas laporan adanya  indikasi
i terjudinya penyimpangan, korupsi, kolusl dan nepatisme;
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan
program dan kegiatan;
5. Momitoring/ pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan  urusan
pemerintahan di daerah;
6. Temu karya pengawasan;
Dalam hub untuk berik keyak vang
dai serta inergikan dan  mewujudkan mutu
™ [quality i y APIP di T Pemerintah Kotz

Pekalongan Tahun 2014, maka perlu

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2014, sebagai

penvelenggaraan  Pemerintahan Daerah Tahun 2014 di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan.

Il. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Tahun 2014 berpedoman pada  Misi
kesembilan Pemerintah I\m.u Pekalongan Tahun 2000-2015  yaitu
"Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Amanah [good governance)”
serta mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD| Kota Pekalongan Tahun 2014, dengan memperhatikan
anggaran yang dikelola, dengan titik berat pada tugas / fungsi dan
struktur organisasi yang menjadi salah satu tujuan audit di lapangan,

aserta  memperhatikan  hasil i i dan

pengawasan  di lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 serta Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014,

Arah kebijakan pengawasan ini merupakan kelanjutan dari
Kebijakan Pengawasan Tahun 2013, yaitu

1. P o Reformasi Birok i dengan langkah dalam

mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota
Pekalongan;
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Py L Jetivi peng di b Pemerintah Kota
Pel pada Good G dan
Penyelenggaraan RIJMN dan RKPD Kota Pekalongan, pembinaan dan

pengawasan urusan pemerintahan daerah meliputi pelaksanaan tugas

dan fungsi, pengelolaan sumber dayva manusia, pengelolaan kruangan

dan p ! sarana dan p serta p E PENE

e pragram dan kegi i dalam Rencana
Kera Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2014 dan
program,/ kegi di dang pel dasar i i

bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastrulkiur,
Mewujudkan pemerintahan vang bersih dan bebas dari korupst, kolusi

dan i maka secara efektif, efisien,

preventil serta berkelanjutan dan tidak terbatas pada satu tahun
AngEAaran;

P hadap sistem

dalian internal, diarahk untuk

mendapatkan kevakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi
i b dal; 1 b dan terhadap

perundang:

. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTF);

pemerintahan daerah :
a. Pembinaan APIP dilakukan secara terus menerus;
b. Perubahan pola pikir APIP sebagai pemberi peringatan dini terhadap

temuan atau penyi

P yang berindiknsi korupsi,
kolusi dan nepotisme.
(: dan |

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, dengan  mengalokasikan
anggnran yang memadai yang dapat dimanfaatkan untuk :

Mendukung peran  dan  fungsi

a. Peningkatan sarana dan p p

pengawasan;
b. Peningkatan sumber daya manusia bidang pengawasan;
©. Biaya Keluaran bidang pengawasan;
d. Penanganan pengaduan;
&, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.
Namun terdapat beberapa perubahan penting dalam proses
Tahun 2014




. Reorientasi pengawasan yang akan dilakukan dengan mengacu pada
standar audit, baik untuk kegiatan pemberian jaminan/kevakinan

fassurance) maupun kensultasi, serta penvusunan regulasi lentang

d kerja baku } dan sistemn pengendalian
muty audit dengan mengacy pada peraturan yang berkaku;
2. Penaj pada beb aspek; dan bahan objek serta sasaran
penga yvang di k dalam Program Kerja Pengawasan
(PKPT) di i dengan penilaian risiko kegi
3. Penetapan kegiatan vang menjadi prioritas {unggulan) pengawasan;

4. Pelaksanaan pengawasan akan dikonsentrasikan pada upava-upaya
keekonomian, efisiensi dan  proses  reviu  program, dengan
mempertahank pe terhadap k falan laporan b
melalui pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi area untuk
cakupan audit, dan lebih m kan penyelesai fat

5. Penugasan auditor yang h kepada spesial kegi |person
in charge);

6. P I dan by Horupsi, Kolusi dan Nepotisme [KKN),
vang lebih di pada  kegi 1 bahan dan

keterangan {surveillance). sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup peny P intah Daerah di

lingkungan Pemerintah Kor.; Pekalongan Tahun 2014, terdiri atas :
1. Pengawasan berkala dan p ip terhadap i i Umum

Pemerintahan, meliputi :
a. Kebijakan daerah
b, Kelembagaan;
. Pegawai Daerah;
d. Keuangan Daerah; dan
e. Barang Daerah,
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi @

a. urusan wajib;

b. urusan pilihan.
3. Pengawasan lainnya, meliputi :

a. dana dekonsentrasi;

b. tugas pembantuan;

o, reviw atas laporan keuangan;

d. kebijakan pinjaman hibah luar negeri.




IV. FROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

arah  kebijal peng penyvel
Pemerintahan Dacrah di Li F i Hota F Tahun
2014, maka di dalam | utama dan
kegiatan penunjang sebagai berikun @
A. Kegiatan utama
1. Pemeniksaan
a, Pemneriksaan kinerja/reguler dil apcara i di

(&3

W

liingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan titik berat
terhadap pelaksanaan RKPD Pemerintah Kota Pekalongan dengan
ruang lingkup pemeriksaan pada aspek Kebijakan Daerah
Kelembagaan, Pegawai Dacrah, Keuangan Daecrah, dan Barang
Daerah;

. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;

&

o

. Pemeriksaan khusus/strategis, meliputi pemeriksaan terhadap
permasalahan yang bersifat spesifik dan pemenksaan dengan
tujuan tertentu.

. Review Laporan Keuangan

Review atas Laporan i i oleh

kepada Badan F i K va 3 [riga)
bulan setelah Tahun Anggaran berakhir sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan

Kinerja Instansi Pemerintahan. Review atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah adalah p ik ik
permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar

memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas
laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus

dilakukan atas laporan k agar disajik kan Sistem

Pengendalian Intern ($P1) yang memadai dan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAF).

. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah i keadaan dan

pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus
menerus atau berkala pada setap tngkatan atas program agar
sesuai rencana. Sedangkan evaluasi adalah proses kegiatan
penilaian  kebijakan daerah, akuntabilitas kinega daerah atau
prog dan kegi intahan daerah,




HKegiat ftoring dan Juasi pada tahun 2014, meliput:

a F Kinerja, F lenge F il Daerah;

b. Eval Lapeo: il Kinerja Inatansi Pemerintah
(LAKIF) untuk P pan Sistem ili Kinerja
Instansi Pemerintah [SAKIP);

c. Evaluasi terhadap Imph Sistem T Intern
Pemerintah;

d. Monitoring dan 1 i A i iv Gender (ARG,

e. itoring dan Evaluasi Rinerja Pelay Publik; dan

. Monitoring / pemantauan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Kegiatan pengawasan lainnya :

a. Sostalisasi dan Asistensi

i dan i F

Perundang-undangan yang terkait dengan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah, vang diselenggarakan belerjasama dengan
Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnva sesuai ketentuan dan
Peraturan yang berlaku, seperti ©
1] I reformasi bi i melalui keg 3

a. PMPRB online;

b, Evaluasi periodik reformasi bi

¢, Pembangunan zoba integritas.

21 A i terhadap p T Presiden Nomor 55
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

3} Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di
ling} F i Hota F
4 A

Sistemn Py dalian Internal di lingk

Pemerintah Kota Pekalongan;
5] Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran;
b. Pengusutan atas kebenaran laporan
Inspektur Kota dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala
Daerah di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap
aparat Satuan Kega Perangkat Daerah dalam pengusutan atas
kebenaran  laporan  mengenai  adanva  indikasi  terjadinva

penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan
pemerintahan daermh;




¢ F dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi temuan hasil  pemeriksaan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  harus  segera
ditindaklanjuti, maka dilakukan upaya pemantavan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan
sekurang-kurangnya 2 {dua) kali dalam satu tahun,

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan periu

dengan kegi terdirl atas :
Perkuatan  Kelemb: Kota F untuk

meningkatan peran dan  sinergitas JFP2UPD dan JFA dalam

penugasan dalam rangka quality assurance dan consulting, dengan

upaya !

&. Peningkatan jumlah SDM APIP (JFA dan JFP2UPD) di Inspektorat
Kota Pekalongan;

b F Jabatan F ional - F

Urusan Pemerintahan di Daerah [JFP2UPDY);

. Pembi Aparat P Intern F i i SEcAra
terus menerus dengan katkan p k loetr
dan  profesional Sumber Daya  Manusia

2 , melalul

dan pelatihan pengawasan yang
meliputi pendidikan dan pelatihan sertifikasi JEA dan P2UPD,

dan

dan i j pendidikan dan pelatihan
teknis substansi [antara lain pendidikan dan
pelatihan/bimbingan  teknis  audit  kinerja, pendidikan dan
pelatihan/bimbingan teknis barang/jasa serta pendidikan dan
pelatihan penunjang lainnya|, seminar, Pelatihan di Kantor
Sendiri, diskusi, studi kasus berbagai masalah yang

ber dengan pengas dalam rangks meningkatkan
dan i konsep idi dan i j
(coiitizidiiig B - T

d. Penelitian, pengembangan, studi, dan lokakarya di bidang
pengawasan,
Berbagai i iti dan  studi

komparasi dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas




hasil i periu di untuk: peningk

sistem, metode, dan teknik pengawasan agar APIP dapat

memanfaatkan sumber daya pengawasan secara optimal,

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan,

3] vang terus dimutakhirkan dan
dikembangkan, mencakup data obvek pengawasan, temuan dan
tindak lanjut hasil pengawasan dan berbagai data Sumber Daya

Manusia pengawasan,

3. Kegiatan Penunjang Lainnya
Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi ©

Pemerintaban Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2015;

. b. Peny Peta Peng; dan Program Kerja Pengawasan
Tahunan [PKPT) Tahun 2015 di Kota Pekalongan;

e, Penyusunan regulasi dan kebijakan tentang sistem pengendalian
mutu dan pedoman teknis [juklak, juknis, S0P perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan audit/ pemeriksaan;

d. Pembuatan laporan berkala hasil pengawasan. penyusunan daftar
obyvek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut
hasil pengawasan;

V. ROORDINASI PENGAWASAN

Untuk judb ketifi koordinasi intern
' pemerintah, kegi ¥

f. Rapat Koordinasi Pengawasan [Rakorwas)
Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran AFPIP

1! Rapat i F (Rakorwas) guna

memperoleh kesamaan  persepsi

sinerg dan
adanya tumpang tindih pelakaanaan pemeriksaan,

b. Mengedepankan komunikasi yang intensil dalam pelaksanaan proses
pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan entitas
vang diperiksa

. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP di Pemerintah Kota Pekalongan
Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan
pemerikaaan lebih dari 1 (saw) kali dengan ketentuan ;



. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda,
. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga] bulan;
. Sasaran pemeriksaan sama alau berbeda;

N

. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investivigatil yang
dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

d, F paian laporan g penga aras
Pemerintahan Drerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional

merupakan dokumen rahasin negara; tidak dapat

Jdiinfor ik kepada pihak manapun, sebelum
mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

f Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Pemerintah Kota
el itetaph dalam Progr Kerja F

(PKPT) Tahun 2014 di F intah Kota Pekal £

1. Seluruh Satuan Kerja P kat Daerah di lingk Pemerintah

Kota Pekalongarn.

Perusahaan Dacrah yang ilil | pengelolanmny i *

oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

¥ Tahunan

%)

3F Tugas P antuan dengan sumber anggaran dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan
dan Belanja Dacrah Provinsi b 1 han/ joint audit.

VI. PENUTUP

1. Kebijak Penga ggaraan Pemerintahan Dasrah  di

ik f i Kota F Tahun 2014 merupakan

upaya untuk menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas Kegiatan
pengawasan vang  bersifat  strategis, agar  pelaksanaan
program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan

taat pada p perund {angan yang berlaku;

2. Sebagal ped datam L metode | ynng tepat
dan penyusunan Program Kerja B Hota
F dan o penyelenpg;

pemerintahan di Daerah secara efektif dan efisien;

Untuk itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama antara [nspektorat

Kota dengan SKPD di ling} Pemerintah Kota Pekal
prog P vang di: gleh SKPD dapat saling menunjang satu
sama Iain.







